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ABSTRAK 

 

Ijarah  atau yang sering di sebut dengan sewa-menyewa 

adalah salah satu fenomena muamalah yang sering terjadi di 

masyarakat.Tentunya dalam transaksi, kedua belapihak harus 

mengerti proses transaksinya supaya setatus sah dan legal. Ijarah  

secara bahasa berarti upah. mayoritas warganya sering melakukan 

penyewaan barang dalam bentuk apapun. Di Desa Karang Dapo 

terdapat jasa penyewaan box seserahan yang mana terdapat 

perbedaan harga yang signifikan,antara sewa individu dengan 

kelompok yang mana jika kita memakai sewa tersebut sendiri atau 

(individu) maka harga nya terlampau sedikit murah, beda hal nya 

dengan sistem kelompok yang mana biaya yang akan dikeluarkan 

lebih besar dua kali lipat dari sewa indivudu, yang mana objek nya 

sama ,jumlah box yang dipakai antara individu dengan  persatuan 

juga sama.  

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana praktik  perbedaan penentuan harga box seserahan (Studi 

di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi 

Rawas Utara) dan Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap 

praktik perbedaan  penentuan harga sewa box seserahan (Studi di 

Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi 

Rawas Utara)  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari 

lokasi atau lapangan.Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa 

Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas 

Utara.Penelitian ini bersifat deskriftif analisis, yaitu penelitian yang 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, fakta, 

keadaan seseorang atau kelompok tertentu secara sistematis dan 

akurat. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah 

dilakukan penulis,maka dapat disimpulkanantara pelanggan dan 

pihak pengusaha amel galery dalam melakukan perjanjian sewa 

menyewa masih menggunakan perjanjian lisan dan isi perjanjian 

tidak memuat secara detail terkait dengan ketentuan-ketentuan dan 



 

iv 
 

harga sewa baik sewa individu ataupun sewa kelompok, Praktik 

perbedaan sewa box seserahan di Amel galery memiliki ketentuan 

yang berbeda antara penyewa individu dan kelompok perlu diketahui 

Amel galery ialah sebuah usaha yang menyediakan penyewaan box 

seserahan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan khusus 

yang dimilikinya,  penyewaaan box seserahan di amel galery 

terdapat berbedaan penentuan harga box seserahan,jika penyewa 

adalah  kelompok maka besaran biaya yang dikeluarkan ialah 

Rp.          ,- jika penyewa ialah individu maka biaya sewa nya 

ialah Rp.          , Tinjuan Hukum Islam terkait Sewa Menyewa 

secara lisan di Musi Rawas Utara ialah mubah asalkan keduabelah 

pihak sama-sama ridha dan rela serta memenuhi rukun dan syarat 

sewa menyewa namun, perjanjian sewa menyewa antara amel galery 

dan pelanggan akan lebih baik jika dilakukan secara tertulis dengan 

kontrak sewa menyewa yang telah penulis paparkan pada bab 

sebelumnya, hal ini dikarenakan agar perjanjian sewa menyewa 

memiliki kekuatan hukum dan kejelasan hukum sehingga 

meminimalisi terjadinya pihak-pihak yang dirugikan secara materi 

dan imateri. 

 

Kata Kunci:   Tinjauan Hukum Islam, Penentuan harga, Sewa-

menyewa 
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MOTTO 

 

                

                     

              

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang 

sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada 

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 

(At-Thalaq Ayat  ) 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami skripsi maka perlu adanya 

uraian terhadap penegasan arti serta makna  dari beberapa istilah 

yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. penegasan tersebut 

diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan 

judul dari beberapa istilah yang telah digunakan dan meminimalisir 

terjadinya makna ganda terhadap judul. disamping itu langkah ini 

merupakan pokok fokus terhadap pokok permasalahan yang akan 

dibahas. 

Adapun skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM 

ISLAM PADA PERBEDAAN PENENTUAN HARGA SEWA 

BOX  SESERAHAN (Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan 

Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara). Dengan uraian 

sebagai berikut: 

Tinjauan, adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat 

(sesudah meneyelidiki, mempelajari, dsb). Sedangkan kata tinjauan 

berasal dari kata dasar “tinjau” yang berarti: melihat, menengok, 

memeriksa, mempelajari dengan cermat, menduga, mengintai.
1
 

Sementara Hukum Islam sendiri ialah peraturan dan ketentuan yang 

berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan hadits. 

Yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai 

sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu 

dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadang kala membingungkan, kalau 

tidak diketahui persis maknanya.
2
 

Penentuan harga Sewa,menurut kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI) arti kata penentuan adalah proses,cara,perbuatan 

menentukan. Arti lainnya dari penentuan adalah penetapan.
3
 

                                                           
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),  1470. 
2
Ali Muhammad Daud, Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia, 

(JakartaPT Raja Grafindo Persada,  2009), h. 42. 
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2008),  198. 



  

Sedangkan harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur 

dengan jumlah uang. Dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan 

sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.
4
 

Sementara Sewa menyewa adalah sebagai salah satu bentuk 

perjanjian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan merupakan perjanjian timbal balik yang selalu mengacu 

kepada asas konsensualitas atau berdasarkan kesepakatan para pihak 

dan merupakan salah satu jenis perjanjian yang sering terjadi dalam 

kehidupan dimasyarakat.
5
 Menurut Habsi Ash-Shiddiqie, sewa-

menyewa adalah: akad yang objeknya penukaran manfaat untuk 

masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, yaitu sama 

dengan menjual manfaat. 

Kotak Seserahan, Kotak adalah wadah untuk menyimpan 

sesuatu. Kotak umumnya berbentuk persegi dan dibuka dengan 

mengangkat, menggeser atau memindahkan tutupnya.
6
 Sementara 

seserahan dalam lamaran dan pernikahan adalah simbol 

kesanggupan laki-laki untuk mencukupi kehidupan perempuan yang 

akan dipinangnya. Barang-barang yang dibawa, memiliki makna dan 

doa untuk kesejahteraan kedua calon mempelai di kehidupan 

mendatang, seserahan juga diartikan dengan seserahan menurut 

terminologi adalah menyerahkan sejumlah barang berupa alat 

perlengkapan rumah tangga seperti perhiasan, tempat tidur, lemari, 

meja kursi, alat-alat dapur dan lain sebagainya yang diserahkan 

kepada wali pengantin wanita sebelum akad nikah, termasuk 

didalamnya ada barang yang dipersiapkan untuk membayar 

maskawin pra akad nikah.
7
 

Berdasarkan uraian penegasan judul yang telah penulis 

paparkan diatas maka yang dimaksud denganTINJAUAN HUKUM 

ISLAM PADA PERBEDAAN PENENTUAN HARGA SEWA 

BOX  SESERAHAN (Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan 

Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara), ialah meneliti 

                                                           
4W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai 

Pustaka, 1984), 933. 
5Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perjanjian dan Perikatan, (Jakarta: Pradya 

Paramita, 2008),  53. 
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2008),  178. 
7Abu Yasid, Fikih Keluarga, (Jakarta: Erlangga, 2007), 71. 



  

 
 

tentang perbedaan penentuan harga sewa box seserahan jika ditinjau 

dari sudut pandang hukum Islam dan aturan-aturan syariah, sehingga 

diharapkan hasil dari penelitian ini akan berguna bagi masyarakat 

dan menjadi barometer penelitian selanjutnya. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada era yang penuh dengan persaingan baik pada sektor 

pemerintahan,perdagangan terutama dalam bidang ekonomi 

merupakan suatu hal yang sedang marak dan menjadi topik 

pembicaraan dalam setiap waktu karna manusia tidak terlepas 

dari kehidupan berekonomi. 

 Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang 

muamalah.sebagai makhluk sosial, Allah SWT tidak menjadikan 

setiap manusia berhajat kepada yang lain untuk memenuhi hajat 

hudup nya jika tidak berkerja sama dengan orang lain untuk 

mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia di perlukan kerja 

sama dan gotong royong dalam segala hal. Dalam perekonomian 

terdapat suatu perikatan satu dengan yang lain. Dimana dengan 

perikata inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara 

mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian.Terlepas 

dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh 

hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain,ada 

yang timbul dari persetujuan seperti jual beli,sewa-

menyewa,persetujuan kerja dan sebagai nya, akan tetapi ada pula 

yang ditimbulkan dari ketentuan undang-undang, yaitu ikatan 

untuk mengganti kerugian karna perbuatan merugikan orang lain. 

Perjanjian dalam sehari-hari tidk akan terlepas dari prikatan, 

membeli barang menimbulkan perikatan dengan penjual, menjual 

juga menimbulkan perikatan dengan pembeli, begitupun sewa-

menyewa juga tidak akan terlepas dari perikatan, orang yang 

menyewa menimbulkan perikatan dengan penyewa, begitu juga 

sebalik nya penyewa menimbulkan perikatan dengan orang yang 

menyewa. 

 Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang 

berjanji pada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal, maka dari perjanjian itulah timbul suatu 



  

perikatan atau hubungan hukum antara kedua belapihak yang 

membuat perjanjian. Bentuk perjanjian berupa suatu perikatan 

yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau 

secara tertulis.  

 Dengan demikian maka hubungan antara perikatan 

dengan perjanjian sangat erat karna perjanjian itu menimbulkan 

perikatan. Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian maka 

suatu perjanjian juga di nama kan persetujuan karna kedua belah 

pihak itu setuju melakukan sesuatu.
8
Dalam Islam perjanjian itu 

sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak milik yang 

sah dan cara umum memindahkan hak milik perjanjian ini 

menjelaskan tentang antara penyewa dan penerima yang di kenali 

sebagai tanggung jawab dan pertalian antara dua belah pihak 

dengan merujuk pada perikatan tertentu.Hubungan antara 

manusia satu dengan yang lain nya dalam ajaran Islam disebut 

dengan muamalah menurut pengertian umum muamalah berarti 

perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah 

merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau 

pergaulan manusia dengan manusia.sedangkan ibadah merupakan 

hubungan atau pergaulan manusia dengan tuhan.
9
Dalam 

kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama 

lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang 

tidak terbatas akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang 

terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari 

sumber kebutuhan.Apabila manusia hanya mengandalkan diri 

sendiri,tentulah pemenuhan kebutuhan akan terwujud, dengan 

demi kian manusia harus tolong menolong salang bertukar 

keperluan melalui kerjasama dengan hukum Allah swt. seperti 

firman allah swt:  

                                                           
8Muhammad Musadi, Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang 

Perdata, 15. 
9Ghufron masadi,fiqh muamalah kontekstual,(Jakarta:Grapindo Persada, 2002), 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, 

dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 

mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu 

telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Ma’idah 

ayat):(2) 

 

Salah satu bentuk kerja sama yang umum dimasyarakat 

adalah sewa-menyewa yang bisa dijadikan suatu usaha yang 

menguntungkan, misalnya sewa-menyewabox seserahan. Jasa 

sewa box seserahan memiliki manfaat yang dibutuhkan manusia. 

Seperti hal nya menyewa perlengkapanbox seserahan. Seiring 

berjalannya waktu dan berkembangan nya zaman kearah yang 



  

lebih modern, maka transaksi sewa menyewa menjadi beraneka 

ragam dalam bentuk maupun cara nya salah satu nya adalah 

sewa-menyewa box seserahan.Selain daripada dalil Al-qur’an di 

atas dasar hukum sewa-menyewa adalah hadits dan ijma’.Ijma’ 

para ulama sepakat tentang diperbolehkannya sewa-menyewa 

dalam masyarakat.Etika bisnis Islam adalah aqidah Islamiyah, 

menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi 

sempurrna yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa kecuali, 

termasuk aspek ekonomi.
10

 

Adapun prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam sebagai 

berikut: 

1. Prinsip kesatuan/tauhid/keesaan.
11

 

2. Prinsip keadilan/ keseimbangan. 

3. Prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran. 

4. Prinsip kehendak bebas/ kebebasan. 

5. Prinsip tanggung jawab. 

Akibatnya akan ada pihak yang akan dirugikan dan 

menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan 

mengurangi manfaat dari sewa-menyewa tersebut.Etika bisnis 

Islam adalah aqidah Islamiyah, menerangkan bahwa Islam adalah 

agama dan sekaligus ideologi sempurrna yang mengatur segala 

aspek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi.
12

 

Adapun prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam sebagai berikut: 

1. Prinsip kesatuan/tauhid/keesaan.
13

 

2. Prinsip keadilan/ keseimbangan. 

3. Prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran. 

4. Prinsip kehendak bebas/ kebebasan. 

5. Prinsip tanggung jawab. 

     Dalam kitab Al-muamalah Fil Islam karangan Abdul Sattar 

Fathullah Said mengatakan: “Diantara unsur dharurat (masalah 

paling penting) dalam masyarakat manusia adalah muamalah yang 

mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan 

                                                           
10Khoiruddin, M.S.I, Etika Bisnis Dalam Islam (Bandar Lampung: Permatanet, 

2015), 25.  

 
12Ibid., 25. 
13Ibid., 54.  



  

 
 

ekonomi. Salah satu hubungan  muamalah adalah hubungan antara 

pekerja dengan pemilik pekerjaan tersebut atau hubungan karyawan 

dengan perusahaan yang mempekerjakannya. 

Muamalah yang mengatur hubungan antara pekerja dengan 

pemilik pekerjaan disebut Ijarah.Ijarah secara bahasa adalah 

imbalan atau upah, sewa, jasa.
14

Ijarah adalah pemberian jasa dari 

seorang ajiir (orang yang dikontrak tenaganya atau pekerja) kepada 

musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemberian harta 

dari pihak musta’jir oleh seorang ajiir sebagai imbalan (ujrah) dari 

jasa yang diberikan.Oleh karena itu ijarah merupakan transaksi 

terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi) atau 

‘aqdu almanfa’ah bi al-iwad.
15

 

Di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten 

Musi Rawas Utara, mayoritas warganya sering melakukan 

penyewaan barang dalam bentuk apapun.Terdapat hal yang menarik 

Di Desa Karang Dapo terdapat jasa penyewaan box seserahan yang 

mana terdapat perbedaan harga yang signifikan,antara sewa individu 

dengan persatuan (kelompok) yang mana jika kita memakai sewa 

tersebut sendiri atau (individu)maka harga nya terlampau sedikit 

murah,beda hal nya dengan sistem persatuan atau kelompok yang 

mana biaya yang akan dikeluarkan lebih besar dua kali lipat dari 

sewa indivudu,maka saya tertarik untuk  mendalami kasus ini yang 

mana objek nya sama ,jumlah box yang dipakai antara individu 

dengan  persatuan juga sama hantaran mas kawin nya 

sama.sedangkan harga sewa nya berbeda Seperti halnya sewa 

individu hanya mengeluarkan biaya Rp250.000.00,- untuk sekali 

pakai sedangkan biaya persatuan (kelompok) Rp500.000.00,-  maka 

berdasarkan hal tersebut terjadi perbedaan harga yang sangat 

signifikan antara pembeli indivdu dan kelompok dengan selisih 

harga mencapai duakali lipat atau 100 ,terlebih pada perjanjian 

yang telah dilaksanakan tidak ada ketentuan perbedaan harga 

tersebut yang terkesan sangan membebani konsumen.  

                                                           
14 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 121. 
15 Karebet Widjajakusuma, dkk, Pengantar Manajemen Syariat, (Jakarta: 

Khairul Bayan 2003),  147. 



  

Berdasarkan latar belakang diatas, menurut peneliti masalah 

ini layak untuk diteliti lebih lanjut dengan pembahasan yang lebih 

jelas mengenai praktik sewa-menyewa yang dilakukan di Desa 

Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo KabupatenMusi Rawas 

Utara.Penelitian ini berjudulTINJAUAN HUKUM ISLAM 

PERBEDAAN DALAM PENENTUAN HARGA SEWA BOX 

SESERAHAN(Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo 

Kabupaten Musi Rawas Utara). 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah meneliti dan mengkaji tentang  

bagaimana perbedaan dalam penentuan harga sewa box seserahan 

perespektif hukum Islamyang ada di Desa Karang dapo,Kecamatan 

Karang Dapo,Kabupaten Musi rawas utara. 

 

D. RumusanMasalah 

 Berdasarkanuraianlatarbelakangmasalahdi 

atas,dapatdirumuskanpermasalahandalampenelitianini, yaitu: 

1. Bagaimana praktik  perbedaan penentuan harga box 

seserahan(Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo 

Kabupaten Musi Rawas Utara) ? 

2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perbedaan  

penentuan harga sewa box seserahan (Studi di Desa Karang Dapo 

Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)? 

 

E.  TujuanPenelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, terdapat beberapa 

tujuandalam skripsi ini diantaranya: 

1. Untuk mengetahui  praktek perbedaan penentuan harga sewa box 

seserahan (Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo 

Kabupaten Musi Rawas Utara)  

2. Untuk mengetahui  perspektif Hukum Islam terhadap praktik 

perbedaan  penentuan harga sewa box seserahan (Studi di Desa 

Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas 

Utara)  

 

 



  

 
 

F. Manfaat  Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Bahan informasi Ilmiah di bidang ekonomi Islam khususnya 

pada bidang studimuamalah. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan bagi 

pembaca terutama mahasiswa di luar sana yang sama seperti 

saya jurusan studi muamalah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya 

Dengan Sistem Tahunan oleh Arfan Fadli tahun 2019 dengan 

hasilpenelitian Berdasarkan hasil penelitian,Praktek sewa-

menyewa pohon pepaya diPekon sidomulyo  kecamatan 

Airananingan,Tanggamus berkembang sangat baik dan 

berlangsung sudah bertahun-tahun dan dapat dikemukakan 

bahwa praktek sewa-menyewa pohon pepaya dengan sistem 

tahunan di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, 

Tanggamus tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak 

memenuhi beberapa syarat-syarat sewa-menyewa pada 

umumnya. Oleh karena itu praktek sewa-menyewa pohon 

pepaya di Pekon Sidomulyo Kecamatan 

Airnaningan,Tanggamus bersifat gharar yang dilarang dalam 

Islam.
16

 Pada penelitian ini memiliki persamaan bahasan yakni 

mengenai sewa menyewa dan metode penelitian kualitatif yang 

digunakan,namun memiliki perbedaan penelitian pada objek 

dan lokasi penelitian serta objek pada penelitian ini adalah 

terkait sewa menyewa pohon pepaya tahunan sementara objek 

penelitian penulis adalah tentang sewa menyewa box seserahan. 

2. Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (RUKO) 

Secara Lisan di Kota Palangkaraya Ditinjau Dari Hukum 

Perdata oleh Burhanudin tahun 2017 dengan hasil penelitian 

Hasil penelitian dan wawancara dengan 4 responden yakni H. 
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Arfan Fadli,Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya 

Dengan Sistem Tahunan (Studi Di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan 

Tanggamus),Skripsi. Fakultas Syari’ah  Universitas Islam Negri (Uin) Raden Intan  

Lampung,2019, 70. 



   

Junaidi, H. Adnan, Hj.Herniwati dan H. Syarifudin peneliti 

dapatkan,berdasarkan pemahaman masyarakat dalam 

melakukan perjanjian sewa menyewa,masih tidak paham 

berdasarkan dari dari beberapa infroman masih salah dalam 

mengartikan bagaimana perjanjian secara lisan dan tertulis. 

Serta perjanjian yang dibuat masih banyak secara lisan dimana 

dalam hal praktik di lapangan  masalah yang sering terjadi ialah 

pelanggaran pada hak dan kewajiban dari para pihak. 

Berdasarkan tinjauan hukum perdata perjanjian sewa menyewa 

secara lisan memiliki kekuatan hukum yang lemah karena 

dalam kasus perdata pembuktian adalah salah satu unsur 

penting untuk menunjukan kebenaran pernyataan dari para 

pihak.
17

 Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama 

membahas terkait bagaimana akad sewa menyewa yang ditinjau 

dari sudut pandang agama Islam namun perbedaan mendasar 

pada penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah 

terkait dengan objek sewanya, pada penelitian penulis 

membahas tentang sewa box seserahan yang didalamnya 

terdapat perbedaan penetapan jumlah harga dan pada penelitian 

yang dilakukan oleh burhanuddin membahas tentang akad sewa 

menyewa yang dilakukan hanya secara lisan kemudian ditinjau 

lebih lanjut melalui kaca mata agama Islam. 

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa 

Menyewa Kios Pasar Panorama Kota Bengkulu oleh 

Muhammad arif budiman dengan hasil penelitian, hasil 

penelitian ditemukan bahwa praktek sewa menyewa kios pasar 

Panorama Kota Bengkulu,pemanfaatan kios yang menjadi objek 

digunakan oleh pedagang untuk berjualan. Pengolahan manfaat 

kios hanya dilakukan secara sewa menyewa antara UPTD Pasar 

Panorama dan pedagang, perjanjian sewa dilakukan secara 

lisan. Biaya sewa kios dibebankan kepada pedagang atau 

penyewa kios sebesar Rp.80.000 perbulan pembayaran sewa 

dilakukan dengan cara setiap bulan akan diambil langsung oleh 
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Burhanuddin Muhammad Hasan, Praktik Perjanjian Sewa  Menyewa Rumah 

Toko (Ruko) Secara Lisan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata,Skripsi. 

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syari’ah Progam Studi Hukum 
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pihak UPTD pasar Panorama. Pelaksanaan perjanjian sebanyak 

70  pedagang atau penyewa kios melakukan pembayaran biaya 

sewa dilakukan secara lalai tidak sesuai tanggal tempo yang 

dijanjikan dan dilakukan terus menerus. sehingga merugikan 

UPTD Pasar Panorama. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap 

praktek sewa menyewa kios Pasar Panorama Kota Bengkulu 

adalah terdapat ketidakadilan dalam pemenuhan perjanjian 

pembayaran sewa, karena tidak melakukan perjanjian 

permbayaran sewa dengan jujur (sidiq) dan bertanggung jawab 

(amanah). Pelaku ekonomi tidak diperbolehkan mengejar 

keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang 

lain.
18

Persamaan dalam penelitian ini ialah objek bahasan dan 

dinarasikan menggunakan metode penelitian yang sama yakni 

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian ini 

ditinjau menggunakan hukum ekonomi Islam yang juga 

mengikut sertakan aspek dan teori ekonomi Islam didalamnya 

namun pada penelitian penulis membahas terkait dengan 

perbedaan jumlah harga sewa box yang ditelaah menggunakan 

tinjauan hukum Islam, aspek yang diutamakan pada penelitian 

penulis adalah bagaimana hukum dari sewa box seserahan 

tersebut yang didalamnya terdapat perbedaan jumlah harga. 

 

H. Metode Penelitian 

 . Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data dari lokasi atau lapangan.Adapun lokasi penelitian ini 

adalah Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

 

                                                           
18

Muhammad Arif Budiman, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sewa 
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b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriftif analisis, yaitu 

penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau kelompok 

tertentu secara sistematis dan akurat. 

 . Data dan Sumber data 

a. Data Primer    

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau 

informasi langsung dengan menggunakan instrumen-

instrumen yang telah ditetapkan.
19

 

 Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk mnjawab 

pertanyaan-pertanyaan penelitian ini ialah data yang diperoleh 

dari wawancara secara langsung dengan pemilikbox 

seserahan,wawancara pula dilakukan terhadap penyewa box 

seserahan tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber 

secara tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan dan 

catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang segala sesuatu 

yang terkait dengan pembahasan ini. data sekunder merupakan 

data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh 

orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang 

dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.
20

 

 . Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah  keseluruhan subyek penelitian 

mungkin beberapa manusia, benda- benda, pola dan sikap, 

tingkah laku dan sebagainya yang menjadi obyek penelitian
21

 

Maka poplasi dari penelitian ini adalah segala hal yang 

berkaitan dengan perbedaan dalam penentuan harga sewa box 
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012),  243. 

 
 20Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 
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seserahan(Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo 

Kabupaten Musi Rawas Utara). Populasi dalam penelitian ini 

adalah: 

1)  1 orang pemilik usaha sewa box seserahan dan karyawan 

berjumlah 2 orang  

2) Pelanggan yang menggunakan jasa sewa box seserahan 

berjumlah 15 orang 

Sehingga total dari populasi ini adalah 18 orang 

b. Sampel 

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang 

akan di teliti, Bisa juga contoh yang mewakili dari popolasi dan 

cermin dari keseluruhan obyek yang diteliti.
22

 

 Menurut Prof. Dr. Sugiyono, sampel dalam penelitian 

kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi dinamakan 

narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam 

penelitian.
23

 Tekhnik pengambilan sampel menggunakan 

tekhnik Purposive  Sampling  yaitu untuk menentukan sampel 

penelitian secara sengaja di sesuaikan dengan pertanyaan-

pertanyaan sampel yang akan di ajukan pemilihan sekelompok 

subyek yang akan dijadikan sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada pada populasi 

itu.
24

 Dimana penelitilah yang akan menentukan sampel itu 

sendiri sesuai dengan pertanyaannya. Dikarenakan populasi 

penelitian yang kurang <100 maka untuk narasumber penelitian 

akan diambil seluruh jumlah dari  populasi yakni 6 orang 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) 1 orang pemilik usaha sewa box seserahan Amel Galery  

2) 2  karyawan Amel Galery 

3) Pelanggan yang menggunakan jasa sewa box seserahan 

berjumlah 3 orang hal ini berdasarkan mempertimbangkan 

jarak kedekatan tempat tinggal antara peneliti dan 
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Suharsimki Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 
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narasumber dan seberapa sering pelanggan memesan 

seserahan ke Amel Galeri 

Sehingga total dari populasi ini adalah  6 orang 

 . Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research), maka pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data secara 

langsung dengan cara melihat, mendengar,mengamati dan 

merasakan hal-hal yang berkaitan dengan objek sewa-menyewa, 

untuk kemudian dijadikan sebuah data berdasarkan gagasan 

pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk 

mendapatkan informasi.
25

 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan dari dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. 

Wawancara digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam.
26

 

c. Dokumentasi  

Merupakan pelengkap daripada metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumentasi dapat 

berbentuk tulisan,gambar, catatan transkip,buku,surat 

kabar,majalah atau karya-karya monumental dari seseorang. 

 . Metode Pengolahan Data 

Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti 

menggunakan tekhnik pengolahan data dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Editing, yaitu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan 

dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut 
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 26Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), 194. 



   

 
 

cukup baik atau relavan untuk diproses atau diolah lebih 

lanjut.
27

 

b. Organizing,menyusun secara sistematis data mengenai 

perbedaan dalam penentuan harga sewa box seserahan 

perespektif Hukum Islam Analizing, penelitian yang dilakukan 

secara sistematis perbedaan dalam penentuan harga sewa box 

seserahan perespektif Hukum Islam 

 . Analisa Data. 

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah analinis kualitatif dengan menggunakan pola 

pikir induktif. Prinsip pokok data kualitatif adalah mengolah dan 

menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang 

sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Pola pikir 

induktif yaitu berawal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa 

yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi 

yang bersifat umum dan diolah untuk diambil data-data yang 

bersifat khusus mengenai Pandangan Hukum Islam Dalam 

Perbedaan  Penentuan Harga Sewa Box Seserahan(Studi Di 

rumah usaha ibu amelia contesa Di desa Karang Dapo 

Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara). 

 

I. Sistematika Pembahasan 

 . BAB I Pendahuluan 

Pada Bab ini memuat pokok bahasan tentang Penegasan 

Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus 

Penelitian. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode 

Penelitian, Serta Sistematika Bahasan. 

 

 . BAB II Landasan Teori 

Memuat secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan  

judul yang di tuangkan pada landasan teori. 

 

 

 

                                                           
  



   

 . BAB III Deskripsi Objek Penelitian 

Memuat uraian deskripsi objek penelitian, yang di jabarkan 

pada 2 sub bab yakni : 

a. Gambaran umum objek penelitian 

b. Penyajian Fakta dan data penelitian 

 

 . BAB IV Analisis Penelitian 

 Pada Bab ini  Analisis Penelitian berisikan : 

a. Analisis data Penelitian 

b. Temuan Penelitian 

 

 . BAB V Penutup 

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan, saran dan 

rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian 

kesimpulan di dapatkan melalui hasil analisis data yang diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya. 

Saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, 

berisikan uraian-uraian mengenai langkah apa saja yang harus diambil 

oleh pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. 

Saran ditujukan pada dua hal yaitu: 

a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, contohnya anjuran 

untuk melakukan penelitian lanjutan 

b. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada permasalahan 

terkait sesuai pada fokus penelitian. 

  



   
 

BAB II 

AKAD SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM 

 

A. Akad dalam Hukum Islam  

 . Pengertian Akad  

 Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-`aqdyang berarti 

perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga 

bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan 

antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad 

di artikan dengan hubungan (ُ بط  .dan kesepakatan (الر ّْ

 Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab 

(pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan 

penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang 

berpengaruh kepada objek perikatan.   

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” 

maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua 

pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan 

kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan 

transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan 

orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada 

objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan 

pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak 

lain yang menyatakan qabul.
28

 

 Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan 

oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di 

benarkan syara‟ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. 

Adapulayang mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan 

dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah 

pihak.
29

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan 

bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu 

pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan 

penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh 

pada suatu kontrak. 
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 . Dasar Hukum Akad  

 Dasar hukum di lakukannya akad dalam AlQur‟an adalah 

surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut 

               

              

 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 

dikehendaki-Nya. 

 

 Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah 

yangberhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur’an. 

Dijelaskan dalam firmanAllah surat Ali Imran ayat 76: 

          

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 

dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa. 

 

 . Rukun dan Syarat Akad  

a. Rukun Akad 

 Rukun akad itu adalah segala sesuatu yang mengungkapkan 

kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat 

keduanya baik berupa perbuatan, isyarat,atau tulisan.Suatu 

perjanjian dalam hukum Islam apabila memenuhi rukun dan 

syarat-syarat.Syarat adalah persyaratan yangharus dipenuhi oleh 

rukun-rukun tersebut: 



   

 
 

 ) `Aqid 

 `Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). 

Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu 

orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 

Misalnya,penjual dan pembeli beras di pasar biasanya 

masingmasing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris 

sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain 

yang terdiri dari beberapa orang. 

 ) Ma’uqud ‘Alaih 

  Ma’qud `alaih adalah benda-benda yang akan di 

akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual 

dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, 

gadai dan hutang. 

 ) Maudhu’ ‘Alaih 

  Maudhu` al-`Aqid adalah tujuan atau maksud 

mengadakan akad.Berbeda akad maka berbedalah tujuan 

pokok akad.Dalam akad jual beli misalnya, tujuan 

pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada 

pembeli dengan di beri ganti. 

 ) Shighat al-Aqid 

 Sighat al-`Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan 

yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak 

yang akan melakukan akad,sedangkan qabul adalah 

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian 

ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya 

sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli 

dalam membeli sesuatuterkadang tidak berhadapan atau 

ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang 

melakukan akad misalnya yang berlangganan majalah, 

pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli 

menerima majalah tersebut dari kantor pos.
30
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b. Syarat Akad 

 Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di 

penuhi,ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut: 

a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah 

pihak,misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu 

sebagai hadiah atau pemberian 

b. Adanya keselarasan antara ijab dan qabul 

c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak,tidak menunjukkan penolakan dan 

pembatalan dari keduanya. 

d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak 

yang bersangkutan,tidak terpaksa,dan tidak karena di 

ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam 

tijarah (jual beli) harus saling merelakan 

 Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama 

fiqh dalam melaksanakan aqad yakni: 

a. Dengan cara tulisan atu kitabah,misalnya dua aqid 

berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan 

kitabah atau tulisan. 

b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak 

dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, 

misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun 

tulis,maka orang tersebut akad dengan isyarat. 

c. Perbuatan,cara lain untuk membentuk akad selain dengan 

cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan 

sejumlah uangtertentu,kemudian penjual menyerahkan 

barang yang di belinya. 

d. Lisan al-Hal. Menurut sebagian ulama,apabila seseorang 

meniggalkan barang-barang di hadapan orang 

lain,kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali 

barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang 

telah ada akad ida’  (titipan). 

  Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara 

yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain 

yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama 



   

 
 

fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad 

yaitu:
31

 

1) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua aqid berjauhan 

tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar 

inilah para ulama membuat kaidah : Tulisan itu sama dengan 

ucapan. 

2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di 

laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang 

yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. 

Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat 

melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan 

demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. 

Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi orang bisu 

sama dengan ucapan lidah. 

Sementara dalam Islam syarat-syarat akad ialah sebagai 

berikut:
32

 

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak 

(ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, 

seperti pengampuan, dan karena boros. 

b. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya 

c. Akad itu di izinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang 

yang mempunyai hak melakukannya,walaupun dia bukan 

‘aqid yang memiliki barang. 

d. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara’, 

seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan 

faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) dianggap 

sebagai imbalan amanah (kepercayaan). 

e. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi 

qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali 

ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya. 

f. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila 

seseorang yang berijab telah berpisah sebelumnya 

adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. 
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 Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang 

berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-psrinsip akad 

dalam  Islam:
33

 

a. Prinsip kebebasan berkontrak 

b. Prinsip perjanjian yang mengikat 

c. Prinsip kesepakatan bersama 

d. Prinsip ibadah 

e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi 

f. Prinsip kejujuran yang amanah 

 Syarat akad adalah syarat yang ditetapkan oleh syara’ untuk 

timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad.Apabila 

syarattersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah 

dan eksis, yang kemudian ulama mengelompokan nya menjadi 

beberapa macam syarat yakni: 

a. Syarat terjadinya akad 

 Syarat in’iqad adalah sesuatu yang disyaratkan 

terwujudnyauntuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah 

menurut syara’.Apabilasyarat tidak terwjud maka akad menjadi 

batal.Syarat ini ada duamacam: 

1) Syarat umum yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam 

setiap akad.Syarat ini meliputi syarat dalam 

shighat,aqid,objek akad. Syarat-syarat umum yang harus 

dipenuhi dalam berbagai macam akadsebagai berikut:
34

 

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak 

(ahli).Tidak sah akad orang yang tidak cakap 

bertindak, seperti oranggila, orang yang berada di 

bawah pengampuan, dan karenaboros. 

b) Akad tersebut diperbolehkan oleh hukum Islam, 

dilakukan oleh orang yang berwenang melakukanya 

hal ini karena akad tidak sah apabila pelakunya ialah 

orang gila atau orang yang dibawah pengampuan 

c) janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, 

seperti jual beli mulasamah  
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d) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi 

kabul.Maka apabila orang yang berijab menarik 

kembali ijabnyasebelum kabul maka batalah ijabnya. 

2) Syarat khusus 

  Syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad,bukan 

dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi 

dalamakad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-

akad kebendaan (hibah,gadai,dan lain-lain). 

b. Syarat sah 

 Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara’ 

untuktimbulnya akibat- akibat hukum dari suatu akad.Apabila 

syarattersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap 

sah daneksis.
35

 

c. Syarat nafadz (kelangsungan akad) 

 Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat: 

a) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang 

yangmelakukan akad harus pemilik barang yang menjadi 

objek akad,tau mempunyai kekuasaan (perwakilan). 

Apabila tidak adakepemilikan dan tidak ada kekuasaan 

(perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, 

melainkan mauquf (ditangguhkan), bahkan menurut Asy- 

Syafi’i dan Ahmad akadnya batal. 

b) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di 

dalambarang yang menjadi objek akad terdapat hak orang 

lain, makaakadnya mauquf, tidak nafidz 

d. Syarat luzum 

 Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat 

(lazim).Untukmengikatnya (lazim-nya) suatu akad, seperti jual 

beli,disyaratkan tidakadanya kesempatan khiyar (pilihan),yang 

memungkinkan di fasakh nyaakad oleh salah satu pihak. Apabila 

didalam akad tersebut terdapatkhiyar, maka akad tersebut tidak 

mengikat (lazim) bagi orang yangmemiliki hak khiyar tersebut. 

Dalam kondisi seperti itu ia bolehmembatalkan akad atau 

menerimanya.  
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 Menurut ulama Mazhab az- Zahiri semua syarat yang 

telahdisepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak 

sesuaidengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah adalah batal. 

Sedangkanmenurut jumhur ulama fikih, selain Mazhab az-

Zahiri,pada dasarnyapihak-pihak yang berakad itu mempunyai 

kebebasan untuk menentukansyarat-syarat tersendiri dalam suatu 

akad. Kebebasan menentukansyarat-syarat dalam akad tersebut, ada 

yang bersifat mutlak, tanpa batasselama tidak ada larangan di dalam 

al-Qur’an dan Sunnah, sebagaimanayang dikemukakan oleh ulama 

Mazhab Hanbali dan Maliki.
36

 

 

 . Macam-Macam Akad  

 Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi 

dan dilihat dari beberapa segi,jika dilihat dari keabsahanya 

menurut syariah akad dibagi menjadi dua yakni:
37

 

a. Akad shahih 

 Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-

rukun dan syarat-syaratnya.Hukum dari akad shahih ini adalah 

berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu 

dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama 

Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu: 

1) Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah 

akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan 

syaratnya dan tidak ada penghalang untuk 

melaksanakannya. 

2) Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan seseorang 

yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki 

kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan 

akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak 

kecil yang mumayyiz. 

 Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli 

yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua 

macam, yaitu : 
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1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang 

berakad, sehingga salah satu pihka tidak boleh 

membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti 

akad jual beli dan sewa menyewa. 

2) Akad yang tidak bersifat mengikat  bagi pihakpihak 

yang berakad,seperti akad al-wakalah (perwakilan),al-

ariyah(pinjam meminjam),dan al-wadi’ah (barang 

titipan). 

b. Akad tidak shahih 

 Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat 

kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya,sehingga seluruh 

akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat 

pihak-pihak yang berakad.Akad yang tidak shahih di bagi oleh 

ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Akad Bathil 

 Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi 

salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari 

syara.Misalnya,objek jual beli itu tidak jelas.Atau 

terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan 

atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap 

bertindak hukum.    

2) Akad Fasid 

 Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di 

syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak 

jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang 

tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang 

akan di jual,atau tidak di sebut brand kendaraan yang di 

jual,sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual 

dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil 

dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu 

tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum 

apapun.Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya sebagai berikut:
38
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a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut,apabila akad tersebut 

tidak mempunyai tenggang waktu. 

b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad,apabila akad tersbeut 

sifatnya tidak mengikat 

c. Dalam akad sifatnya mengikat,suatu akad dapat dianggap 

berakhir jika: 

1) Jual beli yang di lakukan fasad,seperti terdapat unsur-unsur 

tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi 

2) Berlakunya khiyar syarat,aib atau rukyat 

3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara 

sempurna 

4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia 

 

 . Asas Berakad Dalam Islam 

 Ada tujuh asas berakad dalam Islam yakni: 

a. Asas Ilahiah 

 Kegiatan muamalah,tidak akan pernah lepas dari nilai- 

nilaiketuhanann(ketauhidan). Dengan demikian,manusia 

memilikitanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada 

masyarakat,tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung 

jawab kepada diri sendiri,dan tanggung jawab kepada Allah 

SWT. Ketika seorang manusia hendakbermuamalah (membeli 

dan menjual,menyimpan dan meminjam,atau 

menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas-batas 

yang telahditetapkan Allah.
39

 

b. Asas Kebebasan 

 Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah 

(berakad).Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai 

kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek 

perjanjian maupun menentukanpersyaratan-persyaratan 

lain,termasuk menetapkan cara-cara penyelesaianbila terjadi 

sengketa.Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan 

kebebasanbagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka 
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legalitas perjanjian yangdilakukan bisa dianggap meragukan 

bahkan tidak sah. 

c. Asas Persamaan atau kesetaraan 

 Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan 

untukmemenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi 

bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh 

karena itu, Setiap manusiamemiliki kesempatan yang sama 

untuk melakukan suatu perikatan.Dalam melakukan perikatan 

ini, para pihak menentukan hak dankesetaraan ini.Tidak boleh 

ada suatu kezaliman yang dilakukan dalamperikatan tersebut.  

Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 71: 

                   

              

dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang 

lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan 

(rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada 

budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama 

(merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari 

nikmat Allah. 

 

d. Asas Keadilan 

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang 

sering kali 

disebutkan dalam Al-qur’an.Bersikap adil sering kali Allah 

SWT tekankankepada manusia dalam melakukan perbuatan, 

karena adil menjadikanmanusia lebih dekat kepada takwa.
40

 

e. Asas Kerelaan 
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  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

   Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasarsuka 

sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak,tidak 

boleh adatekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak 

terpenuhi, makatransaksi tersebut dilakukan dengan cara yang 

batil. 

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran 

 Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh 

manusiadalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam 

pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapakan 

dalam perikatan, maka akanmerusak legalitas perikatan itu 

sendiri.Selain itu, jika terdapatketidakjujuran dalam 

perikatan,akan menimbulkan perselisihan diantarapara 

pihak.
41

 

g. Asas Tertulis 

 Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada 

manusiahendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, 

dihadiri oleh saksisaksi, dan diberikan tanggung jawab 

individu yang melakukan perikatan,dan yang menjadi saksi. 

Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatuperikatan 

dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang 

suatubenda sebagai jaminannya. 

 

 . Tujuan dan Hikmah Akad  

 Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu 

mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah 

sebagai berikut:
42

 

a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di 

dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu 
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b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan 

perjanjian, karena telah di atur secara syar’i. 

c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikian 

sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau 

memilikinnya. 

 

B. Sewa-Menyewa Dalam Islam 

 . Pengertian Sewa Menyewa 

 Sewa-menyewa didalam bahasa arab disebut ijarah. 

Secara etimologi arti kata ijarah yaitu upah atau sewa. Menurut 

terminology agama yaitu memberikan suatu benda kepada orang 

lain untuk mengambil manfaatnya dengan ketentuan dengan 

orang yang menerima benda itu memberikan imbalan sebagai 

bayaran pengunaan manfaat barang yang dipergunakan. Kata 

ijarah berasal dari kata ajr yang berarti imbalan. Dengan 

pengertian semacam ini, pahal dinamakan dengan Ajr. dalam 

syariat, yang dimaksud dengan Ijarah adalah akad mendapatkan 

manfaat sebagai imbalan. 

 Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan 

buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Juga tidak 

boleh diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa 

makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada 

umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak 

dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskanya. Juga tidak 

diperbolehkan menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah 

susunya karena penyewaan mengadung kepemilikan atas suatu 

manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan manfaat atas 

susu yang merupakan benda. Padahal akad penyewaan berlaku 

pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak 

macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan 

pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan 

arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang jahit, tukang 

ojek, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang 

mengerahkan tenaganya, seperti pembatu dan buruh. Menurut 

Rahmat Syafe’i, Ijarah secara bahasa adalah ُبيع ُا  menjual (لمنفعة

manfaat). Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang 



   

mengolah sbidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan 

perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah 

tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepadanya untuk 

melanjutkan pengolahan tanah sepanjang dia membayar sewa 

kepada tuan tanah dan bertindak selanyaknya sesuai syarat-syarat 

sewa-menyewa.
43

 

Jumhur ulama fikih berpendapat bahawa ijarah adalah 

menjual manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu mereka 

melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba 

untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua 

itu bukan manfaatnya tapi bendanya.
44

Pemilik atas sesuatu yang 

dapat dimanfaatkan disebut dengan mu’ajjir. Sedangkan orang 

yang memanfaatkan barang dari pemilik disebut dengan 

mustakjir. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut makjur. Dan 

imbalan yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang 

diambil dinamakan dengan ajr dan ajrah jika sewa telah 

dilakukan, maka pemanfaatan atas sesuatu yang disewakan ada 

pada mustakjir (penyewa) dan bagi yang menyewakan, dia 

berhak memiliki sesuatu yang diberikan dari penyewa, karena 

akad ini termasuk akad tukar-menukar.
45

 

 

 . Dasar Hukum Sewa-Menyewa  

Dasar-dasar hukum atau rujukan Ijarah adalah Al-qur’an, 

Al-Sunnah dan Al-Ijma. Dasar hukum Ijarah dalam Al-qur’an 

terdapat dalam surat At-Thalaq Ayat 6: 
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Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 

 

Disamping itu terdapat dalam surat Al-Qashash ayat 26-

27Allah berfirman: 

                      

                       

                

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya".Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua 

anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun 

dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu 

kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan 

kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang 

baik".
46

 

 

 

 

                                                           
46

Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Bandung : CV 

Diponegoro, 2005), 390. 



   

 . Rukun Dan Syarat sewa-menyewa   

Transaksi Ijarah dalam kedua bentuknya akan syah bila 

memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan ijarah sebagai bentuk 

transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang 

menunjukan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama 

suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi ijarah itu adalah: 

a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau 

benda yang kemudian memberikan upah atau jasa tenaga atau 

sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa 

atau mujir. 

b. orang yang memberikan jasa, baik dengan tenaganya atau 

dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah 

dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut 

pemberi jasa atau musta’jir. 

c. Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau 

benda yang digunakan disebut ma’jur 

d. Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa 

 

 . Macam-Macam sewa-menyewa   

Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi 

akad ijarah kepada dua macam yaitu: 

a. Ijarah bil amal, yaitu sewa-menyewa yang bersifat 

pekerjaan atau jasa. Ijarah yang bersifat pekerjaan atau jasa 

ialah dengan cara memperkerjakan sesorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqih, ijarah 

jenis hukumnya dibolehkan apabila jenis pkerjaan itu jelas, 

seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan 

tukang sepatu. Ijarah seperti terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Ijarah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang 

pembantu rumah tangga 

2) Ijarah yang bersifat serikat yaitu, sesorang atau 

sekelompok orang yang menjual jasanya untuk 

kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik dan 

tukang jahit. 

3) Ijarah bil manfaat, yaitu sewa-menyewa yang bersifat 

manfaat. Ijarah yang bersifat manfaat contohnya adalah: 

 



   

 
 

a. Sewa menyewa rumah 

b. Sewa menyewa toko 

c. Sewa menyewa kendaraan 

d. Sewa menyewa pakaian 

e. Sewa menyewa perhiasan dan lain lain. 

Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang 

merupakan manfaat yang dibolehkan syara’ untuk 

dipergunakan maka para ulama fiqih sepakat menyatakan 

boleh dijadikan objek sewamenyewa.
47

 

 

a. Sifat akad sewa-menyewa 

  Ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa akad sewa-

menyewa bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat 

dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur seperti meniggal 

dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur 

ulama berpendapat bahwa akad sewamenyewa bersifat mengikat 

kecuali ada cacat atau obyek yang disewakan tidak dapat 

dimanfaatkan.  

Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang 

berakad meninggal dunia maka akad sewa-menyewa menjadi 

batal karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris 

karena manfaat juga termasuk harta.
48

Setiap muslim yang 

melakukan akad dalam bermu’amalah harus mengetahui takaran-

takaran dan jumlah nominal barang yang diakadkan kemudian 

sebelum akad berlangsung kedua belah pihak harus melakukan 

hal-hal yang secara formal diketahui oleh beberapa saksi. Hal ini 

untuk menghindari peristiwa yang tidak dimungkinkan, seperti 

salah satu pihak kabur atau meninggal dunia. 

 Berdasarkan firman Allah SWT, Al-Quran surah Al-

Baqarah: 282: 
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis 

di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 

orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika 

yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 



   

 
 

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan 

lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 

antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 

lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah 

suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

 

 . Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa 

Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan perjanjian yang 

lazim, dimana kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu 

tidak boleh saling merusaknya, karena jenis perjanjian tersebut 

termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan apabila salah satu 

pihak yang menyewakan atau yang menyewa meninggal dunia, 

perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi hasil selama objek 

perjanjian sewa-menyewa itu masih tetap ada, sebab apabila salah 

satu pihak meninggal maka kedudukannya dapat digantikan oleh 

ahli warisnya baik dari pihak yang menyewakan maupun dari 

pihak yang menyewa. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan 

batal atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa adalah: 

a. Terjadinya aib atau kecacatan pada barang sewaan 

Maksudnya pada barang yang menjadi objek perjanjian 

sewamenyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada 

ditangan pihak penyewa sendiri, misalnya penggunaan barang 

tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewa disalah 

gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak 

yang menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada 

pihak yang menyewa. 

c. Rusaknya barang yang disewa 

Maksudnya bahwa, barang yang menjadi objek 

perjanjian sewamenyewa mengalami keusakaan atau rusak 

sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai 

dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek 



   

perjanjian sewa-menyewa adalah rumah dan ternyata rumah 

ituterbakar habis, maka dalam hal seperti ini pihak yang 

menyewakan dapat memintakan pembatalan kepada pihak 

penyewa. 

d. Masa sewa telah habis 

Maksudnya bahwa, masa sewa-menyewa telah 

diperjanjikan sebagaimana yang telah disepkati bersama telah 

habis, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa 

telah berakhir (batal).
49

 

e. Hikmah sewa menyewa (Ijarah) 

Hikmah sewa menyewa (Ijarah), dapat ikut memenuhi 

hajat yang banyak. Menumbuhkan sikap saling tolong 

menolong dan kepedulian terhadap orang lain. Dapat 

menciptakan hubungan silaturahim dan persaudaran antara 

penyewa dan yang menyewakan.
50

 

 

C. Perjanjian  

 . Pengertian Perjanjian 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah 

“persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua 

pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati 

apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
51

Kamus Hukum 

menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang 

dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, 

masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang 

telah dibuat bersama.”Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, 

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

atau lebih.
52

 

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa 

definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut 
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tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya 

mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan\ terlalu luas 

karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu 

perbuatan didalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan 

perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam 

ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata 

secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup 

perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan 

melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.
53

 

 Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan 

hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak 

ada kewajiban.54
Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu 

hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi 

antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, 

dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu 

juga suyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan 

prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.
55

 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. 

Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah 

perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari 

peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak 

dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya 

akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak 

lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal 

balik.
56

 

 Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan 

istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang 

membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada 

peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam 
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Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Perikatan yang 

Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas terlihat bahwa 

undang- undang memberikan pengertian yang sejajar antara 

kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih 

kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait 

dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. 

Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum 

dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata. Untuk itu dalam 

penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-

kata perjanjian atau kontrak. 

 R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu 

peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.
57

 

Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara 

subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta 

kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi 

dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk 

melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah 

disepakatinya.
58

 

 Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa 

unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu : 

a. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan 

hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat 

hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban 

b. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung 

hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian 

termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH 

Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata 

mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian 

yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang 

membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan 

hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi 
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juga badan hukum atau rechtperson,misalnya 

Yayasan,Koperasi dan Perseroan Terbatas 

c. Adanya prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH 

Perdata terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat 

sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. 

d. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan 

yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis 

dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian 

ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut 

disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak 

Dagang”.
59

 

 Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam 

suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah 

“suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua 

pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak 

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak 

yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. 

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang 

tercakup dengan\ nama undang-undang. Jadi, ada 

perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan 

yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir 

dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan 

yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUH 

Perdata) dan perikatan yang lahir dari undang-undang 

karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan 

yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan 

orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang 

lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir 

dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum 

(Pasal 1353 KUH Perdata) : 
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 . Syarat-Syarat Perjanjian  

  Syarat sahnya suatu perjanjian ialah diatur dalam pasal 

1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat yakni: 

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 

b. Kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan 

perbuatan hukum 

c. Adanya suatu hal tertentu 

d. Adanya sebuah sebab yang halal 

  Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif 

karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian 

sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif 

karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat 

tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Syarat pertama 

dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan 

para pihak. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan 

kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak 

lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena 

kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.” 

Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara 

diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi 

di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang 

penumpang yang naik angkutan umum, dengan 

membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian 

pihak kondektur menerima uang tersebut dan 

berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat 

tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi 

perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas. 

Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. 

Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk 

terjadinya perjanjian yang sah. Dianggap perjanjian 

tersebut tidak sah apabila terjadi karena 

paksaan,kekhilafan atau penipuan. Sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang 

menyatakan jika didalam perjanjian terdapat kekhilafan, 

paksaan atau penipuan, maka berarti didalam perjanjian 

itu terjadi cacat kehendak dan karena itu perjanjian 



   

 
 

tersebut dapat dibatalkan. Cacat kehendak artinya 

“bahwa salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki 

isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah 

membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika 

membuat kontrak tersebut dipengaruhi oleh pandangan 

atau kesan yang ternyata tidak benar.
60

 

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut 

1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap 

menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan 

untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan 

hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. 

Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan 

tidak cakap yaitu, orang yang belum dewasa. Menurut 

Pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa adalah mereka 

yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum 

pernah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan 

sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti 

mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. 

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang 

ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak 

dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. 

Seseorang yang berada di bawah pengawasan 

pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak 

yang belum dewasa. Jika seorang anak yang belum 

dewasa harusiwakili orang tua atau walinya maka 

seorang dewasa yang berada dibawah pengampuan harus 

diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dalam pasal 

433 KUH Perdata, disebutkan bahwa setiap orang 

dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit 

otak, atau mata gelap, harus dibawah pengampuan jika ia 

kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. 

Seseorang yang telah dewasa dapat juga berada dibawah 

pengampuan karena keborosannya. 

c.   Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-

undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian 

                                                           
60

Ibid.,45 



   

tertentu. Tetapi dalam perkembangannya istri dapat 

melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 

ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo.SEMA 

No.3 Tahun 1963.  

d.  Adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan 

sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan 

haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas 

atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya 

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang 

dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH 

Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus 

mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat 

ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa 

jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat 

ditentukan atau dihitung. 

e.  Adanya sebab yang halal. Didalam Undang-undang 

tidak disebutkan pengertian mengenai sebab yang 

dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang 

mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, 

karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk 

membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. 

Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi 

perjanjian bertentangan dengan undang-undang, 

kesusilaan dan ketertiban umum.
61

 Dari uraian di atas, 

apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu 

pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, 

namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, 

maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, 

apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka Keempat 

syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan 

apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah 

terpenuhi, maka menunit Pasal 1338 KUH Perdata, 

perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama 

dengan kekuatan suatu Undang-undang 
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 . Asas-Asas Dalam Perjanjian  

 Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-

pikiran dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap 

sistem hukum, yang telah mendapat bentuk sebagai 

perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan 

ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang 

sebagai penjabarannya. Dengan demikian, asas-asas hukum 

selalu merupakanfenomena yang penting dan mengambil 

tempat yang sentral dalam hukum positif. Asas-asas hukum 

berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum,menciptakan 

harmonisasi, keseimbangan dan mencegah adanya tumpang 

tindih diantara semua norma hukum yang ada. Asas hukum 

juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan 

menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam 

masyarakat.
62

 

 Menurut pandangan Smits asas-asas hukum memenuhi 

tiga fungsi. Pertama, asas-asas hukumlah yang memberikan 

keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar. 

Kedua,asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari 

pemecahan atas masalah-masalahbaru yang muncul dan 

membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas 

hukum juga menjustifikasikan prinsip-prinsip “etikal”, yang 

merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Dari kedua 

fungsi tersebut di atas diturunkan fungsi ketiga,bahwa asas-

asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk 

“menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukumyang ada 

sedemikian,sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap 

persoalan-persoalan baru yang berkembang”. 

 Menurut Sudikno asas hukum bukanlah peraturan 

konkrit. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum 

sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang 

konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem 

hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan 

dan putusan hakim yang merupakanhukum positip dan dapat 

                                                           
62

Putra Jaya, Politik Hukum,( Undip Press : Semarang, 2007), 23. 



   

diketemukan dengan mencari sifat-sifat umumdalam 

peraturan konkrit tersebut.
63

 

 Beranjak dari pendapat-pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa asas-asas hukum bukanlah peraturan 

hukum konkrit,tetapi merupakan latar belakang yang 

terdapat didalam dan dibelakang setiap peraturan perundang- 

undangan dan putusan hakim dan dapat diketemukan dengan 

mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit. Asas 

hukum berfungsi memberikan keterjalinan dari aturan-aturan 

hukum yang tersebar dan mencari pemecahan atas masalah-

masalah baru yang muncul. Dalam hukum perjanjian ada 

beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam 

pelaksanaan perjanjian. 
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